
a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola yang 
efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja 
pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan 
penyederhanaan struktur orgamsasi Perangkat 
Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Pamekasan; 

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 
Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan 
Pembangunan, Riset, dan inovasi Daerah masih 
memerlukan penyempurnaan untuk dapat 
menampung kebutuhan dan dinamika perkembangan 
peraturan perundang-undangan serta memberikan 
kepastian hukum dalam pelaksanaannya sehingga 
perlu diubah; 

c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah 
Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, yang 
melaksanakan Fungsi dan Penunjang 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; 

d. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf 
b, dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan atas 
Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, 
serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, 
Riset, dan Inovasi Daerah dengan Peraturan Bupati; 

Menimbang 

BUPATI PAMEKASAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN 
NOMOR 3 TAHUN 2024 

TENT ANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2023 

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, 
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, 

RISET,DANINOVASIDAERAH 

BUPATI PAMEKASAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 
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6. 

5. 

4. 

3. 

2. 
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
41) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah 
Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan 
Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 · 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 6801); 
Undang-Undang Nomor · 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 . Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

1. Mengingat 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 ten tang 
Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 107); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 201 7 
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah 
Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang 
Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Rl Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi 
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 412); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 
2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan 
Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1539); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 
2019 ten tang Klasifi.kasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447); 

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 7 Tahun 2021 
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam 
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 525); 
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
11, Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi: 
a. analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan 

pembangunan daerah; 
b. pengoordinasian dan penyinkronan pelaksanaan kebijakan 

perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah; 
c. pengoordinasian penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD 

beserta perubahannya; 
d. pengoordinasian pelaksariaan musrenbang RPJPD, RPJMD 

dan RKPD; 

Pasal 12 

Ketentuan Pasal 12 dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 
2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, 
Riset, dan lnovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan 
Tahun 2023 Nomor 23) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi 

· sebagai berikut: 

MEMUTUSKAN : 
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TU GAS DAN 
FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH. 

Pasal I 

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada 
Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
546); 

1 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang 
Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk 
Penyederhanaan Birokrasi; 

18. .Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan 
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifi.kasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 
Tahun 2016 tentang Pembentu.kan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentu.kan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita 
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 Nomor 9); 

Menetapkan 
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e. pengoordinasian pelaksanaan Forum Konsultasi Publik; 
f. pengoordinasian pelaksanaan Forum Perangkat 

Daerah/lintas Perangkat Daerah; 
g. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD 

terkait RPJPD, RPJMD DAN RKPD; 
h. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi 

dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian 
tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan 
pembangunan daerah; 

1. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian perumusan 
kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian 
pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi 
hasil rencana pembangunan daerah; 

j. pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan 
untuk perencanaan pembangunan daerah; 

k. pengintegrasian dan harmonisasi program-program 
pembangunan di daerah; 

1. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, 
pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah; 

m. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan 
pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; 

n. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah 
berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan 
pembangunan; 

o. pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik 
sebagai bahan dokumentasi; 

p. penerapan sistem informasi pemerintahan daerah di bidang 
pembangunan daerah; dan 

q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan 
sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 
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BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2024 NOMOR 3 

lt...J.L.'......._ .... ETARIS DAERAH 
UP TEN PAMEKASAN, 

Diundangkan di Pamekasan 
pada tanggal 13 Maret 2024 

MAS 

Pj. BUPATI AMEKASAN, 

Ditetapkan di P ekasan 
pada tanggal 1 Maret 2024 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2024. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan. 

Pasal II 


